BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

. Analisis yuridis terhadap perceraian perkawinan tanpa ada wali yang dilihat
dari Inpres No 1 1991,KHI Pasal 14 ttg (Wali Nikah), serta Perkawinan apakah
Cacat Hukum atau tidak. Sehingga memberikan dampak yang jelas mengenai
kepastian hukum dalam perkawinan. Karena apabila dalam proses perkawinan
tidak memenuhi unsur serta syarat sahnya perkawinan yaitu perkawinan tanpa
adanya wali nikah yang sah akan dianggap pernikahan fasid (nikah rusak).
Nikah seperti ini dalam ranah pengadilan agama untuk menentukan apakah
fasid atau tidak, sehingga melahirkan putusan hakim yang fasakh (merusak
perkawinan  yang dianggap rusak) pada  perceraian  putusan
nomor 0673/Pdt.G/2016/Pengadilan Agama Gorontalo .

. Akibat Hukum Dari Perkawinan tanpa ada wali nikah yang sah, dapat dilihat
dari putusan Nomor : 0673/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Tidak diterbitkannya akta
cerai, serta Status Hukumnya dianggap cacat oleh hakim dan dibatalkan
menurut hukum perkawinan sesuai dengan tuntutan penggugat. Tidak
diterbitkannya akta cerai salah satu implikasi hukum pada akibat perkawinan
yang cacat hukum dan status hukum kedua belah pihak dianggap tidak pernah
menikah, akhirnya akta cerai tidak diterbitkan. Sebagaimana untuk keperluan

kedepannya kedua belah pihak hanya bias menggunakan salinan putusan 0673
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/Pdt.G/2016/PA.Gtlo guna kepentingan kedepannya. Hal ini dilakukan agar
memberikan efek edukasi bagi masyarakat luas kedepannya.

5.2 Saran

. Sebagai saran dari penulis bahwa undang-undang perkawinan, KHI, serta Al-
Qur’an sudah mengatur jelas mengenai perkawinan, namun pada dasarnya
masyarakat juga yang kurang memahami akibat dan dampak dari perkawinan
mengenai status hukumnya. Maka dari itu perlu diadakan atau adanya aturan
yang baru mengenai pemahaman akibat perkawinan yang cacat hukum, agar
masyarakat dapat memahami dengan jelas status hukum perkawinan yang tidak
sesuai syarat sahnya perkawinan. Apakah sosialisasi atau penyuluhan mengenai
pemahaman perkawinan tanpa ada wali yang sah dianggap fasid (rusak) karena
pemahaman seperti ini yang kurang dimata masyarakat pada umumnya.

. Akibat hukum dari perkawinan tanpa ada wali yang sah dapat memberikan
contoh yang tidak baik bagi masyarakat kedepannya hal ini tidak memberikan
contoh yang tidak tepat bagi khalayak banyak karena perkawinan dilakukan
hanya dilaksanakan secara sepele, mengakibatkan rancunya pola pikir
masyarakat. Putusan 0673/Pdt.G/2016/PA.Gtlo sangat tepat dalam memberika
n efek jera dan kepastian hukum, hanya yang kurang bagaimana mengubah pola
pikir masyarakat untuk bertindak kedepannya maka dari itu perlu adanya
peraturan yang lebih tepat lagi mengenai akibat hukum dalam sebuah
pernikahan yang tidak sesuai bukan hanya berakibat pada kedua belah pihak,

tetapi siapa yang menikahkan dan dimana ia menikah yang tidak sesuai syarat
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sahnya pernikahan. Maka yang menikahkan seharusnya dapat dikenai sanksi,
agar meskipun kedua belah pihak mau menikah tidak dapat menikah apabila
aturan yang menikahkan ada dan jelas bagaimana menikahkan yang baik dan

benar untuk produk hukum yang tepat.
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